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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT alas rahmad, hidayah, serta inayah-Nya

sehingga dapal menyelesalkan program tahunan desa. Sesual amanat Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung MNomor 1 Tahun 2007 tentang Pedaman
Penyusunan Organisasi dan Tala kerja Pemeriniahan Desa. Kepala Desa wajib
menyampaikan Laperan Penyelenggaraan Pemeriniahan Desa (LPPD) kepada Bupati
Temanggung selambal-lambatnya 3 (tiga) bulan selzlah tahun anggaran berakhir,

Sehubungan hal tersebut dan mengingat bahwa pelaksanaan anggaran tahun

2024 telah berakhir, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bupali Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kami

menyadari banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan seluruh program kerja
tahunan desa, aleh karena itu kaml sangat berterima kasih kepada pihak-pihak tertentu
antara lain:

Seluruh Perangkat Desa Nampirejo, yang telah membaktikan dirl dan tidak kenal
lelah dalam bakerja untuk kemajuan Desa Mampire]o ini,

. BPD beserala anggotanya yang telah bekerjasama memberikan masukan

kepada pemerintzhan Desa Nampirejo untuk kemajuan Desa Nampirgje ini,
Seluruh Lembaga Dess Nampirgjo yang telah bekerasama dan mendukung
pemernntahan Desa,
Selunih Tokoh Agama dan Tokeh Masyarakal yang telah ' mendukung
pemerintahan desa Mampirejo,
Seluruh Warga Desa Namplrejo yang lelah bekerjasama dana mendukung
Pemenntahan Desa, dan
Seluruh  pihak-phak terentu yang sudah membantu dan | mendukung
terlaksananya program tehunan dan dalam penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
Kami menyadar dalam melaksanakan program penyslenggaraan Pemerintahan

Desa masih kurang dan jauh dari sempumna, oleh karena ifu kami sangat
menggaharkan kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk
kapentingan demi kemajuan Desa Nampirejo.

Nampirejo, 7 Maret 2025
¥epala Desa Mampirgjo,

PANUT SUD
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A. LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerimtah Desa (LPPD) merupakan rangkaian
realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa
Nampirejo Tahun Anggaran 2024, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomer 1 Tahun 2007 tenlang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tala Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Desa
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada Badan Permusyawaralan Desa (BPD) dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Buapli.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disingkat LPFPD
memual antara lain target dan realisasi pendapatan dan belanja desa, program
kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang belum terlaksana, urusan
pemerintahan lainnya sera maksud dan tujuan. Dan yang terpenting adalah
laporan realisasi pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran 2024 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Laporan Perianggungjawaban
Realisasl Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu
guna meningkatkan fransparansi dan akuntabilitasi dalam palaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja desa, maka periu dibuatkan LPPD.

Proses penyusunan LPPD dilakukan melalul rapat keordinasi dan laporan-
laporan pelaksanaan semua keglatan darl para Kasi dan Kaur sesual lupoksi dan
programnya masing-masing. Maka dari itu dalam proses penyusunan LPPD in
memperhatikan beberapa prinsip antara lain partisipatif, arlinya dalam proses
penyusunan LPPD dilaksanakan secara fransparan dan akuntabel dengan
melibatkan seluruh perangkat desa sera lembaga desa yang terkait,

B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografi

Desa Nampirgje merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan
Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Mudal Kecamatan Temanggung
b. Sebelah Timur : Desa Lungge Kecamatan Temanggung
€. Sebelah Selatan  : Desza Tembarak Kecamatan Tembarak
d. Sebelah Barat : Desa Greges Kecamatan Greges

Luas Wilayah Desa Nampirejo 158,557 Ha dengan rincian terlihat pada
tabel berkut



Tabel 1.1

PENGGUNAAN TANAH
'NO| PENGGUNAAN LUAS (Ha

r TR I PTTRTR R
1 | Luas tanah pemukiman : ﬁﬂﬂﬂ?
2 | Luas tanah sawah 122,180
3 | Luas tanah keringfegalan 6,280
4 | Lain-lain -

Total luas 158,557

Desa Mampirejo berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan

laul.

Secara administrasi Desa Nampirejo terbagi menjadi 3 (dusun) yang
terbagi menjadi 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 14 (empat belas) RT {Rukun

Warga) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
NO NAMA DUSUN NAMA RW JUMLAH RT |
T T _ E_.".'I_l“'_-:;-l : .:.5‘._:: R N
1 | Dusun Klumgpit s B T nwi51 .E T
2 | Dusun Thitang AW 02 4
3 | Dusun Thitang/Kedung Bogor RV 03 4

2. Kondisi Demografi

Jumiah penduduk Desa Nampirejo pada akhir tahun 2024 sebanyak

2.202 jiwa, yang terdiri dari;

a. Penduduk laki - laki sabanyak 1,105 jiwa
b. Penduduk perempuan sebanyak 1.097 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 745 KK, terdiri dard KK Laki-laki 548

dan KK perampuan 97,

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:




Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NG LIMUR | TAHLIN ) | JUMLAH {JWAT
gt / I
1 0 - 4 Tahun i 12
2 L §—@ Tahun ' 168 -]
3 10 - 14 Tahun 168
4 16— 18 Tahun 168
(& 20 — 24 Tahun 164
el . 25— 29 Tahun 160
[ 30 — 34 Tahun 142
] a5 - 30 Tahun 138
9 40 — 44 Tahun 154
10 45 — 49 Tahun 148
11 &0 - 54 Tahun 1£
12 55 — 589 Tahun 148
13 B0 — 64 Tahun 122
14 65 — 69 Tahun 85
15 70 — 74 Tahun 63
16 = 75 Tahun 62
Jumlah 2,202

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa NMampirejo ditunjukkan masih
rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung
masih kuainya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini
dapal dikembangkan sebagal kekuatan dalam pembangunan yang bersifat
mobilitas masa .Disamping itu masyarakat Desa Mampirejo yang cenderung
memiki sifat ekspresd, agamis dan lerbuka dapat dimanfaatkan sebagai
penderong budaya fransparansi dalam sefiap penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Munculmya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan
perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas
umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat
terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat darl tidak
meratanya fingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat,

Adapun fingkal pendidikan masyarakat Desa Nampirejo dapat dilihat
pada tabel berikut:



=
=

Tabel 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

: Tingkat Pendidikan | Jumiah Jiwa
I_':' | ? | e
|1 | Tidak / Belum Sekolah J I - -
"2 | Belum Tamal BD/Sederajal 64
"3 | Tamat SOV sederajal 756
:"4 Tamal ELTP | sederajal 564
| § | Tamal SLTAS sederajal 365
G | Ciploma Il B
7 | Akademi/Diploma I1I/S. Muda 20
& | Diploma IViStrata | 92
9 [Stratall 1
10 | Starta il x
Jumiah 2.202

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka
meningkatkan koalitas pesera didik, Pemerinlah Desa beserta warga
masyarakat sedang melakukan peningkalan sarana pendidikan berupa
rehabilitasi sarana pendidikan seperli terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN
NO SARANA PENDIDIKAN | JUMCAH [ BUAH )

L e S e e o
1 | Gedung 3D 1
2 | Gedung TK 1
3 |PAUD 1

JUMLAH 3

Dilihat dar tingkat ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Penduduk Desz Mampirejo 57 % beragama lslam dan 3 % beragama Nan-
Islam ,namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama
tidak pemah terjadl, walaupun kadang sesekall sesama pemeiuk agama lzlam
muncul permasalahan kecil tenfang keyakinan dan tata cara beribadah, namun
hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumiah penduduk

Desa Mampirejo berdasarkan agamalkepercayaan dan sarana ibadah adalah
sehagal berikut:



Tabel 3.3,
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

1 |lslam

2 | Kristen 20

3 | Katholik 3

4 | Bud -
5 | Kepercayaan =

6 | Hindu -

SARAMA TEMPAT IBADAH

1 [Masjid %
2 |Musholla 4

3 | Vihara -

4 | Gereja/ Rumah lbadah 1
~ 5 |Pura r

Disamping ilu Pemerintah Desa Mampirejo berupaya menyed|akan
sarana kesehatan agar kesejahleraan masyarakal lerjamin. Adapun sarana
kesehatan dan fingkat kessjahteraan dapst dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan
3.6berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN ;
T AT T H T e T ‘- . _:'

fhpnwanﬂu
2 | Bina Keluarga Balita
3
4

Bina Keluarga Lansia
Puskesmas Pembantu

--mj-hf.'n




Tabel 3.5.

SARANA TENAGA KESEHATAN
NO SAHANA KESEHATAN JUMLAH { BUAH )
1 z |
1 | Dokter -
2 | Perawal 3
3 | Bidan Desa Z
4 | Dukun Bayl lerdidik i
Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN
ND TINGKAT SEJAHTERA JUMLAH (KK )
7 2 '3
1 | Prasejahtera 140
[ 2 | Sejahtera 152
3 | Sejahtera 2 214
4 | Sejahterad 234
B _éajahtera 2 Plus A
= JUMLAH 745

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di
Desa Namplrejo Adapun jenis dan jumiahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISAS| PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN
NO NAMA ORGANISAS] ~ JUMLAH | Kel 7 Unit )
1 | Karang Tama =
2 | Turonggo Mudo Nampirgjo 1
3 | Rebana 4
4 | Sholawal Jawa 1
5 | Sholawat Bantulan =
5 | Sepak Bola 3
6 |BolaVolly 3

4. Kondisi Ekonomi
Perekonornian Desa Nampirgjo secara umum didominasi pada sekior
pertanian yang sistem pengelolaannya masin semi tradisional (pengoiahan



Iahan, pola lanam maupun pemilihan komodilas produk partaniannya). Lahan
pertanian yang ada di Desa Nampirejo sebagian besar [ahan dengan pengairan
Iigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairanya
dengan irigasi pemanen. Cara bertanam sudah cukup fariasi, tanaman padi
tetap jadi tlanaman unggulan disamping tanaman lembakau dan sayur-mayur.
Hortikultura menjadi altermalif lerbaru unfuk peningkatan perekonomian warga.
Disamping fu warga masyarakat ada yang menekunl seklor perdagangan,
peternakan dil. Untuk lebih jelaznya dapal dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1,
JUMLAH FENDUDUK MENURUT PEKERJAAN
Mo Jeniz Pekerajaan Jumlah
1 2 3
1 | Petani 930
2 | Buruh Tan| 480
3 | Buruh Migran 4
4 | Pegawai Meger Sipi 18
5 | Montir g8
6 | Bidan Swasta 3
7 | POLRWTNI 4
8 | Guru Swasta 21
9 | Tukang Kayu 18
10 | Tukang Batu 63
11 | Pembantu Ftumah'_rangga 5
12 | Perangkat Desa 9
13 | Buruh Harian Lepas 318
14 | Kontraktor 1
15 | Jasa Penyewaan Peralatan Pesta 2
16 | Tukang Jahit B
17 | Tukang Rias ' 3
18 | Juru masak 6
19 | Tukang Cukur 2
20 | Tukang Las 4
= JUMLAH 1,666

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan sesual tabel diztas
yang paling banyak adalah adalah pefani sejumiah 920 jiwa alau sekitar 40%



dan tolal jumiah penduduk yang sudah bekerja, dan yang paling sedikit adalah

kontraktor ada 1 (salu) orang alau sekilar 0,05% dari tolal penduduk yang
sudah bekerja.

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapal di Desa
Mampirejo ada 5 (lima) jenis lembaga perekonomian, yang paling banyak
adalah kelompok tanl ada § (lima) kelompok, Simpan Pinjam ada 1 (satu)
kelompok, Gapoktan ada 1 (satu) kelompok, dan Kelempok Wanita Tani ada 1
(safu) kelompok. Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di
Desa Nampirejo dapat dilihat pada lable 4.2 berikut :

Tabel 4.2,
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NG JENIS ; JUMLAH { KeliUnit y

1 K™ e BE R : e

1 | Simpan Pinjam (PUAPR) 1

2 | Kelompok Tani 5

3 | Gapoktan 1

4 | Kelompok Wanita Tani 1

Sebagai daerah yang penduduknya sebaglan besar petani, Desa
Mampirejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yallu Padi, tembakau,
sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potens| tersebut masih dalam
berbagal keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan
kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung
Jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu
pengetahuan, keahlian, keterampllan serta kerja keras dalam memperjuangkan
kepentingan sendiri dan secara mandiri,

C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD

LPPD disusun dengan maksud untuk memberkan laporan atau
keterangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa,
program-program yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana
selama ftahun anggaran 2024 vyang meliputi  pelaksanaan urusan
pemerntahan, pembangunan, kemasyarakalan, dan pemberdayaan.
Selanjutnya LPPD juga dimaksudkan sebagal tanggung jawab Kepala Desa
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kepada Bupali dalam metaksanakan pemeriniahan dan program-program
desa selama lahun anggaran 2024,

2. TUJUAN
LPPD disusun dangan tujuan antara lain :

a. menguralkan realisasl anggaran pendapatan dan belanja desa;

b. menguralkan keglalan-keglalan pembangunan yang lelah
dilaksanakan dan yang belum ferlaksana;

¢. meningkatkan transparansl dan akuntabiitasi penyelenggaraan
pemerimahan desa; dan

d. terwujudnya tanggung Jawab Kepala Desa  dalam

menyelenggarakan pemerintahan selama tahun anggaran

2024,

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republlk Indonesia Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah baberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 fentang Cipta Kera Manjadi

Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubsh beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraluran Pemeriniah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Momor & Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momar 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Afas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nemer & Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor B
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedus atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tenfang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Magara;



8.

10.

1"

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

14.

Peraluian Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pancapaian Tujuan Pembangunan Betkelanjutan,

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 lentang pefcepatan Penurunan
Stunting;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknizs Peraturan Desa,

Peraturan Menter Daza, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Momor 21 Tahun 2020 lentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Mented Dalam NMNeged Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewanangan Desa;

peraturan Menteri Dalam Neger Momer 140 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaralan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menten Dalam MNegeri Momor 119 Tahun 2049 tentang
Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran |uran Jaminan Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Besrita Negara Republk Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1802); h

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerash Tertinggal dan Transmigrasi
Momor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Memor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana felah
diubah terakhir dengan Persturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Feraturan Mentari Desa, Pembangunan Daerah Tarijl_'lggﬂl. dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 fentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan
Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Fembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Momor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Panggunaan Dana Desa Tahun 2024,

Peraturan Mentari Keuangan Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana
Desa, '

Peraluran Menteri Keuangan Momor 148 tenlang tentang Pengalokasian

10



21

22.

23,

24,

25.

26.

27.

28.

28,

3.

32

Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunasn Dana Desa Tahun
Anggaran 2024,

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomat 8 Tahun 2001 tentang
Sumber Pendapatan Desa;

Peraturan Dasrah Kabupalen Temahggung Momor 5 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomaor 14 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomar 11 Tahun 2023 tenfang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang
Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerinlah Desa Untuk Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Tahap II;

Peraturan Bupall Temanggung MNomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;

Peraturan Bupati Temanggung Nomar 50 Tahun 2018 tantang Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana lelah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Bupali Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan
Alas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolasn Keuangan Desa; |

Peraturan Bupali Temanggung Momor 47 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

Peraturan Bupali Temanggung Nomar 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

Paraturan Bupali Temanggung Momar 72 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lelah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupaii Temanggung Nomor 68 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung MNomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

Parafuran Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 teniang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024;
Peraturan Desa Mampirejo Nomor 3 Tahun 2017 teritang Kedudukan,
Susunan Organigasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tala Kerja Pemerintah Desa
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Nampinejo;

Peraturan Desa Nempirejo Momor 1 Tahun 2019 Tenlang Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraluran Desa Nampirejo Nomor B Tahun 2020 lentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 - 2026;
Peraturan Desa Mampirejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Peraturan Desa Nampirejo Momor 5 Tahun 2023 tentang Panyertaan Modal
BUM Desa Tahun 2024;

Persturan Desa Mampirejo Momor 1 Tahun 2024 tentang Pembeantukan
Lembaga Kemasyarakatan Desa Nampirejo,

Paraturan Desa Nampireéjo Momor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Alas
Peraturan Desa Mampirejo Momor & Tahun 2023 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

E. VISI DAN MISI

Sebagal dokumen perencanazn yang menjadarkan dari Dokumen RFJM
Desa, maka seluruh rencana program dan kegistan pembangunan yang akan
dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat
menghantarkan tercapainya Visi — Misi Kepala Desa.

Vigi — Misl Fepala Desa Nampirejo disamping merupakan Visi-Misi Kepata
Dasa Terpilh, juga dintegrasikan dengan keinginan barsama masyarakat desa
untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan,
dimana proses penyusunannya dilakukan secara parbisipatif mulai dar tingkat
Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun  Visi HKepala Desa MNampirejo adalah “TERWUJUDNYA
MASYARAKAT YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, KONDUSIF DAN
INOVATIF". Visi ini mengandung makna ;

1. Agamis adalah suatu kondisl masyarakat dimana sefain terpenuhinya kebutuhan
jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap
dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan
didukung kebabasan maenjalankan ajaran agama s&ria toleransi antar pameluk
agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermegara.

2. Adl adalah sustu kondisi masyarakal lercukupl kebutuhan sesual dengan
kebutuhanmya dan mendapalkan pemerataan secara adil dalam pembangunan
sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia di Desa.

3, Makmur adalah suatu kondisi masyarakat tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah
dan batinish bagi masyarakat yang ditandal dengan meningkatnya: kualitas
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maupun taral kehidupan masyarakal yang layak, terpenuhinya kebutuhan
ekonomi, soslal, budaya dan politik.

4 Sejahera adalah adalah suatu kindisi masyarakal dimana mereka tercukupi
kebutuhannya baik kebutuhan jasmanl maupun rohani sehingga memiliki kualitas
hidup yang layak.

5 Wondusil adalah suatu kondisi masyarakat dimana terciptanya pertahanan dan
keamanan dalam kehidupan sehari-har sehingga masyarakal merasa nyaman
dalam melaksanakan kegiatan peribadalan, kegialan eknm:rm'll 1Ifﬂn kegiatan
sosial budaya.

& Inovalif adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan
ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan
menambah nilai guna dan kemanfaatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visl Desa Nampirejo Tahun 2020-
2028 girumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:
a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme
Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme adalah
pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepolisme dengan
menjunjung finggi transparansi, akuntabiftas, responsibiiitas, independensi dan
kesetaraan atau kewajaran sera berpegang leguh pada aturan dan prosedur
yang berlaku, Dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang balk, dibuluhkan
adanya peningkalan kinerja aparatur Desa gerla komitmen yang kuat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sera pelayanan masyarakat.
Calam memberikan pelayanan yang berkualitas diperdukan kinera
Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, krealif dan inovatif, serta diperlukan
kedisiplinan dan perubahan perilaky frevolusi mental yang baik dari Aparatur
Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta
kejelasan aturan.
b. meningkatkan parfisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang
berkelanjutan
Untuk mewujudkan keberhasiian pembangunan, inisiat! dan kreatifitas
dari anggota masyarakat yang lahir dar kesadaran dan tanggung jawab sebagal
manusia yang hidup bermasyarakal dan diharapkan tumbub berkembang
sebagal sualy partisipasi. Sehubungan dengan parfisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Parlisipasl memupakan kelerSbatan masyarakal secara akiif
masyarakat dapst juga keteribatan dalam proses penentuan .arah, strategi
kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama
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berlangsung dalam proses polifik dan juga proses sosial, hubungan antara
kelompok kepentingan dalam masyarakal sehingga demikian mendapat
dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah salu tujuan dari pembangunan
tetapi merupakan bagian yang inlegral dalam proses pembangunan, Partisipasi
masyarakal berarti eksitensi manusia seuluhnya, tuniulan akan parfisipasi
masyarakat gemakin beralan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga
Negara. Penyusunan perencanaan partisipasif yaltu dalam perumusan program-
program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakal setempatl
dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara teriokus atau
secara terarah. Kelompok stralegis masyarakat dianggap paling mengetahu
potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat
setempal, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapal diterima
oleh masyarakat luas (acceplabel) dan dianggap layak dipercaya (reliable) uniuk
dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efekiif dan
efesien, berarti distribusi dan alokasl faktor-fakior produksl dapat dilaksanakan
secara optimal, demikian pula pencapalan sasaran peningkatan produksi dan
pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kera alau pengurangan
pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan
kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakal
akan terwujud secarsa optmal pula. Perencanaan program pembangunan
disusun sendii oleh masyarakat, maka selanjulnya implementasinya agar
masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, fenaga
kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya
untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan fepat
sasaran, peran seria masyarakal dalam pengawasan selayaknya dilibatkan
secara nyala, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran
serta mulai penyusunan program, implementasi program E-i_arnpai kepada
pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program
pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efeslen,

Peningkatan pembangunan untuk memenuhl sarana dan prasarana
masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
merupakan potensi Desa serta dukungan masyarakat hauna'g:mng moyeng
yang berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kualitas
kehidupan di masgyarakat.

. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitaz adalah manusia yang menyeluruh dalam
berpikir, beriman, bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya
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adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfastkan polenai kekuatan yang
ada di dalam dirinya dan sekitarmya, tidak bergantung pada pihak lain, mamiliki
kesadaran dan aspirasi sendin, lebih mengandalkan ketrampilan, alah pikir, cara
pandang dan pengetahuan uniuk menghasilkan karya yang produktd sarta sadar
akan pendidikan yang hakiki, Manusia yang berbudaya adalah manusia yang
memiliki budaya sehal, budaya bersih dan budeya pedull lingkungan sosial
kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearfan lokal yang
berkembang di masyarakal,

. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Perekonomian masyarakal Desa yang mandii adalah kegiatan
perakonomian masyarakat yang bersumber darl pemanfaatan sumber daya alam
khususnya dalam bidang perianian, psfernakan, perkanan, Kelompok Usaha
Bersama, home industri, dan BUM Desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan
ekonomi secara mandiri, yang ditandal dengan tereukupinya kebutuhan pokok
lahiriah dan batinishnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, palitik,
serta pertahanan dan keamanan.

Uniuk mendukung dan muwujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan
fujuan dan sasaran. Tujuan adaiah kondisi yang akan dicapal untuk dihasilkan
dalam jangka wakiu 8 (delapan) tehun sedangkan sasaran adalah rumusan
kondisi yang menggambarkan tercapainya fujuan berupa hasil pambengunan
Desa yang diperoleh dar pencapaian outcome/ dampak dar  kegiatan,
Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Nampirejo dalam RPJM
Desa Tahun 2020-2028 berdasarkan pada visl dan misi vang telah ditetapkan.
Tujuan dan sasaran pada pelaksanean masing-masing misi adalah sebagai
berikut:

1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.
Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama adalah terwujudnya Pemerintah
Desa yang jujur, berwibawa dan progesionalisme dengan sasaran;

a) meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Desa;

b} meningkatnya pengelolaan adminisirasi kependudukan, pencatatan
sipil, statisfik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapl dan
handal;

¢} meningkatnya kualtas pengelclaan lala praja pemerintahan,
perencanaan, keuvangan dan asel Desa; dan

d) meningkatnya kuahtas pslayanan masyarakat sampal paripuma.

2] Meningkatean partisipasi masyarakal rangka pembangunan Desa yang
berkelanjutan
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Tujuan yeng akan dicapal dat misi kedua adalah terwujudnya
partisipasl  masyarakal dalam rangka pembangunan Desa yang
berkelanjulan dengan sasaran:

a) meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunmya angka
putus sekolah;

b} meningkatnya Sarana Prasarana Kesehalan serla meningkatnya
derajal Kesahatan masyarakat;

¢} meningkainya sarana pasarana Infrastruklur serla pemerataan
pembangunan yang berwawasan lingkungan;

d} meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan

Kawasan pemukiman;

e} meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
) meningkalnya sarana prasarana tedekomunikas! dan Infermatika lokal

Dasza: dan
g) mewujudkan fasilitas pariwisata milik Desa.

3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

4)

Tujuan yang akan dicapal dari misi kefiga adalah meningkatnya kualitas

sumber daya manusia yang berkualitas berdaya dan berbudaya dengan
sasaran:

a) meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perindungan masyarakat;

b} meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal

Desa;

) meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olshraga; dan
d} meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan
Meawujuckan perekonomlizn masyarakat Desa yang mandiri

Tujuan yang akan dicapai dari misl keempat adalah meningkatkan

perakonomian Desa yang mandir dengan sasaran:

a)
b)
c)
d)

g)

gl
h}

meningkatnya kesejahtersan petani:

meningkainya produksi dan produkiifitas tanamam pangan dan holtikultura:
meningkainya ketersedizan pangan utama masyarakat;

meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
serla penyandang difabel;

meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecll dan Menengah
(LIMECM);

meningkatnya usaha perdagangan masyarakat;

maningkatnya kualitas pengelalaan BUM Desa

meningkainya produksi perikanan;

meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan; dan
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) meningkatnya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam
pengelolaan budidaya ternak,
F. Strategl dan Kebijakan
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo

Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa. Sirategi
pambangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas
pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama 8 (delzpan) tahun kedepan.
Strategi tersebut dijabarkan sebagal berikut:
a mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.,

Upaya untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa
memerukan unsur profesionalisme dard  aparatur  pemerintah  dalam
memberikan pelayanan publik, Dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakal Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi
yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatk dan professional. Sehingga
masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah
Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan profesionalisme serta
tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan sirategi sebagai
berikut:

1} Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
2) Peningkatan pengelolaan adminisirasi kependudukan, pencatatan sipil,
stalistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal.
3) Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan,
keuangan dan aset Desa.
4) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.
5} Peningkatan kualitas pelayanan publik,
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang
berkelanjutan
Partisipasl masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu
tonggak terlaksananya pembangunan yang adi merata dan berkelanjutan,
Dengan vkuran tujuan peda misi yaitu meningkatkan pariisipasi
masyarakal dalam rangka pembangunan Desa yeng berkelanjutan, maka
akan dilakukan strategi sebagai berikut;
1) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.
2} Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat

K.eschatan masyarakat.

3} Peningkatan sarana prasarana infrastruktur  serfa  pemerataan
pembangunan yang beravawasan lngkunrgan.
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4) Peningkatan dukungan pelaksanasan program pembangunan Kawasan
pemukiman

5) Peningkatan dukungan pelestarian Angkungan hidug.

6} Peningkatan sarana dan prasarana komunikasl dan Informasi di Desa.

7) Terwujudnya fasilitas pariwizata milik Desa.

¢ mewujudkan sumber daya manusia yang berkualilas, berdaya dan berbudaya

Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhl tingkah laku dan

pola pikir dalam kehidupan sehari, yang mana aken berdampak pada

ketentraman dan kenyamanan masyarakal.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka akan dilakukan sirateg
sebagal berikul:

1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
2) Peningkatan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal,
3) Peningkatan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga.
4) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan,
5) Peningkatan kualtas lembaga kemasyarakatan.
d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa secara mandiri

melalui beberapa sakfor yailu dari pertanian, petemakan, dan perikanan yang
akan berdampak pada hasil output maupun cutcome produksi. Sehingga
diharapkan system pengelolsan dengan teknologi yang canggth akan
meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran fujuan pada misi yaitu meningkatkan taraf hidup
masyarakat melalui pengembangan pertanian, petemakan dan perikanan,
maka akan dilakukan strategl sebagai berikut:

1} Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan
menghasilkan produk pertanian yang berkuaktas unggul.

2} Peningkatan kesejahteraan petani dan ketersadiaan pangan.

3| Peningkatan produksl peternakan dan kemajuan tﬁcmh'gi dalam
pengelolaan budidaya temnak.

4} Peningkatan pemberdayaan perempuan, periindungan anak dan keluarga
serta disabilitas.

5) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal
BUM Desa.

6) Peningkatan kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan
menengah di Desa Nampirejo.
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7) Peningkatan kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakal.

Dalam rangka pencapaian lujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun
20202028, ditetapkan amh kebijakan pembangunan. Atah  kebijakan
pembangunan inl diharapkan menjedi pedoman dan acuan penentuan fokus dan
periofitas pembangunan setiap tahunnya, Arah kebijakan pembangunan pada
|ahun 2024 sebagai tahun keempal pelaksanaan RPJM Desa Nampirejo Tahun
2020-2028.

Tahun 2024 merupakan tahun keempal untuk pembangunan jangka
menengah Desa selama delapan tahun kedapan, Pembangunan Tahun 2024
ditujukan untuk pengembangan ekonomi, pengembagan budidaya temak,
pengembangan sarana dan prasarana penunjang perekenomian masyarakat,
dan pengembangan TTG uniuk pengambangan ekonomi percesaan non
pertanian dengan priaritas sebagai berikut:

a) pengembangan UMKM

kegiafan pengembagan UMEM adalah sebagai wujud dari potensi desa yang

ada sehingga UMKM yang ada di Desa difasilitasi melalui pelatihan dalam

pengembagan produk, pemasaran atau branding produk sehingga bisa
dipasarkan secara offline maupun onfine.

b) Pengembangan budidaya lernak
Pengembangan budidaya temak yang ada di Desa Nampirejo melalui ternak
ungags maupun ternak hewan basar sepani kambing maupun sapl

) Pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat

Sarana dan prasarazna penunjang perekonomian masyarakat ditunjang

melaui pembangunan JUT(jalan usaha tani) dan pembagunan saluran irgasl

yang ada di desa.
d) Pengembangan TTG unfuk pengembangan ekonomi pedesaan non-
pertanian.

Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi melaul pendskatan

kepada pelaku wsaha kecil atau mikro dan memberikan  fasilitasi

pengembangan pemasaran kepada masayarakat secara langsung.
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BAB I
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari rencana hingga
pelakeanaannya sudah sesual dengan RKP Desa, dalam program penyalengoarasn
pemerintah dibagi menjadi 14 (empat belas) keglatan, yailu Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemeriniah Desa, Penyediaan Tunjangan
BPD, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan [IntensiffOperasional RT/RW,
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3% dari DD),
Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan
Tenaga Kera (BPJS) Kepala Desa dan Perangkal Desa, Pelayanan Administrasi
Umum dan Kependudukan, Penyusunan /Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa,
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Penyusunan Laporan Kepala Desa,
Penyususnan Laporan Kepala Desa LPPD dan Informasi Kepada Masayarakat, dan
Administrasi Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) Unfuk kegiatan anggaran dan
realisasinya dapat dilihat dalam tabe! barikut ind ;

NO HKEGIATAN ANGGARAN | REALISAS! | KURANGLE
| BIH

1 | Penyediaan Penghasilan | 38.120.000 39.120.000 0
Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa

2 | Penyadiaan Penghasilan | 246.876.000 245.875.000 0
Tetap dan Tunangan
Perangkat Desa L

3 | Penyediaan Operasional 48519677 41,380,150 7.138.527
Pemeriniah Desa .3

4 | Penyadiaan Tunjangan BPD 23.400.000 23.400.000 0

5 | Penyediaan Operasional BFD 2.000.000 1.326.000 674.000

6 | Penyediaan 35.700.000 35.700.000 a
IntensifiOperasional RT/IRW |

7 | Operasional Pemerintah Desa 31.100.000 21.864 600 9,235,400
yang bersumber dari Dana
Diesa (3% dari DD)

8 | Penyedizan Penghasilan 80.568,000 85.568.000 g
Lainnya Kepala Desa dan
Perangkat Desa L

o |Tunjangan Tenaga HKerja 1.620.000 1.410.633 209.357
(BPJS) Kepsla Desa dan|
Perangkat Desa

10 | Pelayanan Administrasi Umum 1.660.000 1.450,000 210.000
dan Kependudukan

11 | Penyusunan/Pendataan/Pemu 7.613.800 0 7.613.800
takhiran Profil Desa
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12 | Panyusunan Dokumen| 2358000  2.168.000 180,000
Perencanaan Desa

13 | Penyusunan Laporan Kepala 650.000 509,000 160,000
Desa, LPPD dan Informasi
_ | Kepada Masayarakal R ey C—
14 | Administrasi Pajak Bumi dan 1.633.350 810.000 B23.350
Bagunan (PEB)

femmee=r Jumiah 531827027 | 505.502.383| 26245444

Berdasarkan tabel diatas program kerja penyelenpgeraan pemeriniah desa
verdirl dati 14 (empat belas) keglatan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana
yaitu penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran profil desa.

{
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Di dalam program pembangunan desa, Desa Nampireje mempunyai beberapa
perencanan pembangunan desa yang dibagi menjadl 15 (lima belas) kegiatan yaitu
Penyelenggaraan PAUDITK non formal milk desa, Penyuluhan dan Pelatihan
Pendidikan bagi Masyarakat, Penyelanggaraan Posyandu, Penyuluhan dan
Pelatihan Bidang Kesehatan, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
(BKB), Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa,
Pembagunan/RehailtasiPeningkatan Jalan Desa, Pembangunan/ Rehabilitasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong), Pembangunan/
Rehabilitasi/ Peningkatan Senderan/ Talud/ Irigasi, Dukungan Pelaksanaan RTLH,
Pambangunan Jamban keluarga, Pembangunan/ Rehabilitasl/ Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan  Sampah, Pengelolaan  Lingkungan Hidup milik desa, dan
Penyelenggaraan informasi Publikc Desa, Dalam pelaksanaan. program
pembangunan desa antara anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam ta:bsl berikut
ini :

'NO KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI | KURANG/
' | LEBIH
1 | Penyelenggaraan  PAUD/TK |  13.232.000 | 13.162.000 70.000 |
| non formal milik desa
"2 | Penyuluhan dan Pelatihan 10.236.000 0| 10.236.000
Pendidikan bagi Masyarakat
3 | Penyelenggaraan Posyandu 81.726.000 | 18.000.000 | 63.726.000
4 | Penyuluhan dan Pelafihan 6.444000 | 49440000 - 1.500.000
Bidang Kesehatan
5 | Pengasuhan Bersama atau 8.139.000 6.363.000 1.776.000
Bina Keluarga Balita (BKB}
& | Fasiitasi Pembinaan PPKBD 1.200.000 1.200.000 0
dan SubPPKEBD serta kader KB
Desa
7 | Pembangunan/ Rehailtasi’ | 409.027.000 | 308.882.000 | 100,145,000
|| Peningkatan Jalan Desa
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Pembangunan/
Peningkatan  Samana
Prasarana Jalan

dan
Desa

Rehabililasif

12 B02.000

12.115.000

B87.000

Pembangunan/
Peningkatan Senderan/ Talud/
asl

Rehabililasi/

200.989.000

204.781.000

Dukungan Pelaksanaan RTLH

keluarga

Pembangunan Jamban I

100.000,000

100.000.000 |

2.208.000

~ 24.000.000

24.000.000

Pembangunan/ Rehabilitasl/
Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan Sampah

250.000.000

236.125.000

13.875.000

3 | Pembangunan/ Rehabilitasi/

Peningkatan Sistem
Pembuangan Air Limbah

33.820.000

33.615.000

205.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup
milik desa

8.900.000

0

£.800.000

Penyelenggaraan informasi
Publik Desa

1.500.000

1.500.000

0

Jumlah

1.168.015.000

964.687.000

203.328.000

Berdasarkan tabel dialas Program kerja pelaksanan pembangunan desa fahun
2024 ada 15 (lima belas) kegiatan, terdapat 2 (dua) kegaiatan yang tidak terlaksana
yaitu penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat dan pengelolaan
lingkungan hidup milik desa.

C.Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
Didalam program pembinaan kemasyarakat Desa Nampirejo memiliki beberapa
rencana kegiatan, kegiatan tersebuil terbagi menjadi 4 (empal) kegiatan yaitu
Pembagunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Olah Raga, Pembinaan LPMD, Pembinaan PKK, dan Pembinzan Peosyandu, dapat

dilihat pada kolom berikut ini:
N KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI | KURANG/ |
<31 e . ol LEBH |
1 | Pembagunan/ Rehabilitasl’ | 100.000.0000 | 100.000.0000 0
Peningkatan Sarana  dan
Prazarana Kepemudaan dan
Clah Raga
2 | Pembinaan LPMD 1.484.000 0| 1.494.000
3 | Pembinaan PKK 3.794.000 3.414.000 380.000
4 | Pembinaan Posyandu 3.816.000 3.336.000 480.000
Jumilah 108.104.000 106.750.000 [ 2.354.000

LPMD.

Berdasarkan tabel diatas program kerja pembinaan kemasyarakatn desa ada 4
(empat) kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pembinaan
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D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Didalam program pemberdayaan masyarakal desa, Desa Nampirejo memiliki
beberapa kegialan yaitu Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologl Tepat Guna (TTG)
untuk Pertanian, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, dan
Pelatihan Pengeloaan BUM Desa. Unluk anggaran dan realisasl dapat dilihat pada
kolom dibawah ini ;

"W KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI | KURANG!
o LEBIH

4| Pelatinan/ Bimtek/ Pengenalan 5.444.0000 | 5.444,0000 0
Teknologi Tepat Guna (TTG)
untuk Perianian

3 | Pelatihan dan Penyuluhan 6.540.000 0] 6.640.000
Pemberdayaan Perempuan

"3 | Pelatihan Pengeloaan BUM Desa |  4.650.000 0| 4.660.000

Jumiah 16.744.000 | 5.444.000| 11.300.000

Berdasarkan label digtas programkerja peberadayaan masyarakat ada 3
(tiga) kegiatan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu penyuluhan
pemberdayaan perempuan dan pelatihan pengelolzan BUM Desa. :

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi cowd-19 ini, Desa Nampirejo
metaksanakan 2 (dua kegiatan) pada bidang Penangguangan Bencana, Darural,
dan Mendesak Desa, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Terfinggal, dan Transmigrasl Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Pefunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, perlu diatur
Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunal Desa tahun 2024, Untuk
program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa dapat dilihat
pada tabel dibawah ini: ]

[Ne KEGIATAN ANGGARAN | REALISAS| | KURANGILEBIH |
1 Penannggulﬂngﬁﬁ E-Elermana. \ Eﬁﬂ?.ﬁ# : 0] . E.iﬁ?.#ﬁ-ﬂ
2 | Penanganan Keadaan 7E600.000 |  75.600.000 ]

Mendesak :
Jumiah B2.307.454 T5.600.000 6.707.454

Berdasarkan tabel diatas program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan
mendesak desa ada 2 (dua) kegiatan, satu kegiatan tidak teraksan yaltu
penanganan keadaan mendesak desa,
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KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NAMPIREJO,

Menimbang : a. bahwe sehubungan terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan rencana gnggaran yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan DBelamja Desa,
karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

b, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyaraksat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor
B/0246/414.2/0518/1X/2024 Tanggal 26 September
2024 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2024,

¢, bahwa berdasarkan HKeputusan Menteri Keuangan
Republik [ndenesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang
Rincian Insentif Desa Setlap Desa Tahun Anggaran
2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam buruf a, b dan ¢, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentulcant  Daerah-daerah  Kabupaten — Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah beberepa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomaor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6856);




3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indohesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerje Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 123, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer b
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6331);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Repubilic Indanesia Momor 5558, sebagaimana telah
beberapa lkali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 20156 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nemer 57, Tambahan
Lambaran Negare Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang

Pslaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang

percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nemor 172);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 21 Tshun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia



T

Tahun 2022 Nomor 960);

10, Peraturan Menterd Dalam Negerl Nomor 44 Tahun 2016

11.

tentang Kewehangan Deea (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomer 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 83);

12, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2018

13.

tentang Pengslolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran luran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Peranghkat
Desa, [Berita' Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);

14, Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daecrah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ‘16 Tahun 2018
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesta Tahun 2019 Nomor 1203); -

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik [ndonesia Nomor 868 Tahun 2023);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tehun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyaraket Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Mentert Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MNomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Tranemigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum  Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomer 590);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nemor 1051);

18. Peraturan Menteri Heuangan Republik Indonesia Nomor

146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penvaluran, Dan Penggunaan Dana Desa
Talmn Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1052);

19, Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daecrah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjule Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tehun 2024 ([Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

20, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6

Tahun 2001 tentsng Sumber Pendapatan Desa



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

30,

{Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001
Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupalen Temanggung Nomor 5
Tahun 2008 ientang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025 [Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 5);

Peraturan Daecrah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 'Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77
Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengsh
Tahun 2023 Tahap III;

Peraturan Bupati Temenggung Nomor 47 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Takun 2018 Nomer 48);
Peraturan Bupati Tema?ggmag Nomor 50 Tshun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Perattran Bupat Temanggung Nomor 50 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Dacrah
Kabupaten Temanggung Takun 2020 Nemor 63);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2031
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jesa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Normor 60]);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratiiran
Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor
72 Tghun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunsn Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nemor 69);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencans Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tehun
2023 Nomor 12);

Peraturan Bupati Temenggung Nomor' 63 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 3023 Nomor 64};



31. Peraturan Desa Namplreja Nomor 3 Talun 2017 tentang
Strukiir Organisasl Tata Kerja Pemerinlah Desa
Nampirgjo Kecamatan Temanggung (Lembaran Desa
Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);

32, Peraturan Desa Nampirejo Nomor | Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1);

33, Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2026 (Lembaran Desa Nampirgjo Tahun 2020
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Desa Nampirejo Nomer 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraluran Desa Nampirejo Nomor 6B
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa
Nampirejo Tahun 2024 Nomor 3];

34. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 [Lembaran
Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 3);

35. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2024 (Lembaran
Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 5)

36. Peraturan Desa Nampirejo Nomor & Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomaor 6);

37. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubaghan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024
Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO
dan
KEPALA DESA NAMPIREJSO

MEMUTLUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024,

Paszal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MNampirejo Tahun 2024
bertambah / berkurang dengan rincian sebagai beriknat:



1. Pendapatan Deaa
A Semula
b Bertambah

Jumilah pendapatan setelah perubahan

2. Belanja Desa
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah belanja setelah perubahan

Surphus/({Defisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan Desa
" 3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah

Jumlah Penerimaan setelah
perabahan

3.2, Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang]

Jumlah Pengeluaran setelah
perubahan

Selisih pembiayaan setelah perubahan |
3.1-32)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan
Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

Rp
REp
Rp

Rp

Rp

Rp

1.739.334.45]
94.900.000
1.834.234.45]

1.763.008.281]
144,900,000
1.907.998.281

(50.000.000)

83.763.830
0
83.763.830

60.000.000
(50,000.000]
10.000.000

73.763.830

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetaplkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
sebagai landasan

Angpgaran Pendapatan dan Belanja Desa
pelaksanaan Perubahan APBDesa.

operasional



Paszal 4

Peraturan Desa ini mulai berlalou pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memetintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nampirejo,

di Nampirejo
_"_ f November 2024

Dmndangka.n di Nampirejo
arEEakf Hum'l'h-&i‘ 2024
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PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN AELAMNIA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIRE.D
TAHUN ANGORARAN 2024
Jemls APBDas ;. Porubahan AREDoa
HODE REK URALAH AMGGARAM (FP) AERTAMBAH | Ty
BEMULA MERJAD] [ BERMURLANG |
1 2 3 L -]
[ 8 PEMDAPATAN
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5.4. Dolanja Modal BGE.111.000,00 1,021, 658.000,00 VLS, 00 0
54, Belanja Tidak Terfugs RS 30T 454,00 B2 307 A 54 50 0,00
JUMLAH BELAM A, 1,763,008 261,00 15907, 998 251,00 14,000, 080,00
SURFPLUS | [DEFISIT] {22,72.830,00) [73.762.820,00) {50080 G, 50}
8. PEMBLAY AN
6.1, Pencrimaan Pemblayaan 83.7TG.830,58 BT 030,00 1,08
AR LA, Tide Sudurngg &1.763,030,00 83,763 45000 .00
62 _Prmgehsmn Pembiayaan . E0.000000, 00 10, D00, 300, 00 { 50.000.000,59)
22, Paryymiaan Motal Desa FH 0000 0T (N 0000 000 00 {50,000.000, 00
PEMBIAYAAN NETTO FLTEIRI0,00 TA.TELA30,00 {B.000. 000,50
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PERUSAHAN ANGGARAN PENDAMATAN DAM BELAMIA DESA

Pl ot

Tribripe

PEMERINTAH DESA NAMPIRED
TAHUN ANGGARAN 3024
Jenits APBDws | Porubahan AMADes
KODE REK LRAIAK w[ﬂﬂm rm} SLIMFIE FTEA,
4 ] 5 F 5 L] ¥
1. PEMDAPHTAN
&4, Pondopalan Al Desa 10, TER000, 00 110.766.000,00 nga
41z Hanil Azet Dinen 110.TER 000,00 119, FEA 000,00 .0y
i3 Pandapstan Tranafor 1.613,750.500,00 1.F08.650,500,00 Tl D00 0,0
A3 Dhara Dosa 1 006 T A03.00 1.096,607.000,00 00
432, Bags Has Pagok dos Reldbusi 25 545 400 00 TS ADLD m
4,23, Ak Dipng Do 337.384.000,00 377294, 100,00 (185
424, Banluan Keuargon Provinc A 00000 Y, D NI, DEHLAHE GO ALY
425 Bantuan Keunngon Mabupalantela T20.800.000,00 21530000000 il 001 000,00
4.3, Pendapaton Lain-ain B85 951,00 5.4815.951,00 0,00
4,36 Bunga Bank 4152 601,00 £ BB2601,00 .00
4,38 Leimdain pendanalan Does yang 2sh 1.633350,00 163335000 .08
JUNLAH PERNDAPATAN 1.730.334.451,000 1234334451, 00 24,1 0. Okl 300
. BELAM I,
L BIDANG PENYELEWGOARAN PEMEFRINTAHAN DESA S5T,130/887,00 531027 507 {23.20%.909,90]
i Tmumnwmp.Mmm dan Gperssional Pomenniofhon 510,453,677, 000 E1¥. 803 67T 00 [4.380. 000, 60y
a
1401 Panyndisen Penghaziten Terag dan Tulngesn Kepals Bea 19,970, 000,00 L 120,000, 00 800
1401 | 51, Belanfa Pegoenl 3001 IO, 0 30, 120, 0,00 0,56
14,02 Popyediaan Peoghasilan Tetas dan Tumbn s Puasas gt Do 246.876.000,00 24587000000 8,00
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f.i0d | o Belana Bormng dan la=a T AR ETF OO I8 453 EFT a0 & Y
iame | 59 Balanja Modal . 500000 B OEIE N0 A RS O G
11,05 Penpedizan Toafamgan EPD TG, BT, 00 FLU0 NG, 39 .y
1105 | 54 Betanjs Fegerwni #3400 000,00 3 AT DO, 00 i)
1408 Penynoisat Operasionsl BPD frapat, ATH, Makan ki, Pakaian Serag 2,000 000.00 2.000.004, 00 L
1108 | sz Halnnia Barnng dan Jazo 2.0050.000,00 2.0k o, 00 h.am
1107 Ponyedizan b sa i o sional ETHRW #0800 000,00 15, T00.000,00 {5 T . el
11407 | 5.2 Batanja Barang dan Jazs 4, RODUDGE, 0 X6, 00000, 60 . T
1.0.06 Penpadisan Operasional Pemerinlal Dusa jang borssrnber davd Dana Doaa X1, 700 009, 0 27, o000, Do a0
1108 | 52 Balenja Baresy dan Jasa H1.100.000.00 31, 000,000,080 .00
1.4.90 Paryediaan Ponghesitan Lafnga Hepsls Dasa dan Perargkal Desa (pamghi BE.S0R 000,00 £9.560.000,00 am
1480 | 51, Bzlanfa Pegawal EOL5EA,000,00 B S DL (.00
1493 turlanigart feaga kevfa (BIPGS) kades dan perangpial 1850, 009,00 BT G, a0
1183 | 81, Bimlania Fegawad 1. E20.000,00 1. 021 0,00 i, [
1.3 Pangalstasn Adminislra s Hepondudikan, Pencatatan Slpli, Statlsti dan 20,470, #6059 o.37r3.800,08 (30700, 0, ooy
Hearsipan
1.3.04 Prlayanan Adminisies mem dan Kopenoudekan 1,660 009,00 1,660, 008, 50 200
1.301 | 5.2 Golana Berang dam Jasa 1.660,000,00 1, G0 GE.00 o
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e ran
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1403 | 52, felanja Barang dan s 2 25H, D00 O 2.0 e i1,
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1407 | B2, Bixan|a Barang dan Jasa G500, 00 50 000,00 0.on
14.10 Dukomgan & Sosiafisasi Pefakeansan Pilkadas, Fomifiean Ka, Mewilayahan 2550 000,00 aue {550 daer, 07y
1490 | 52 Hodnjz Barang dan Jasa 3.550.000,00 ED {73 0 e, )
15 Sub Bedang Pertanabon 1,633,354,60 LERLIH00 €00
1.5.00 Adwrinsiras! Pajak Sunrl den Basgunen (PRE] LEXLI50.00 TEIT 200 g
1506 | 52 Belarja Baraag don Jesa 130 380,00 1LGIRA000 il ]
2z BIDAN G PELAHSANAAN FEMBANGUNAN DESA FR0.T. 000,00 1158 515,000,090 L7204 008,00
21 Sub Bidang Pendadikan 24,301 000,00 T1AGLE000 (L.7:3.000.00)
2401 Penpstengaaran PAUN TRTRPATRATPRMadrasat MomFarmial MK Desa | 11, 393.000,00 ¥3.332.000, 08 o020
2o | 52 Eselany i Barswg elan Jasn 13,233 600,00 12 ZXE 000,00 0,060
2.1.03 Furpuhcham den Pelatitan Pendidivas Bagd Masyaraiar TL2TE D0, 08 A0, 294, S0, 000 o,00
2103 | 52 Bl Barang dan Jama 100235 N0, 0 0. F16. 000,00 00
Tigs Fongeiciean Porpusiakadn MINE Dess (Peagadaas Soeky, Hosor, Tars Bag I 000, O 0,00 (7. PR3 00y
2108 | 52 el Darang dan Jasa £.733.000,00 0,00 [ TIL000,00)
2108 | 53 By Mol £,000,000,00 o,c0 [ DL L 04
22 Bl Bidang Kogehatan TT.5pL800.00 BT 00D, 08 a0
2203 Perpoivngaorsan Pasyomdy (Mkn Tamiaban, Kis Bum?, Lamsi, insen or) oL 2600000 A1, 7206 000,00 o
2202 | n2 iz larw Bareng dan Jasa 84,720 000,00 B8 .00 0m
FEA Fempulvhan dan Pelatilan Bidsng Kesehatan (Uimtak Ay, Tenagn dan Mag 6, e, (0N, 0 .44, D0, 0 a0
2203 | 53 IBelanjn Bareng dan Jasa B 00 50 B 00000 .0m
2o FPangasuhan dearama ateu Bina Ketuarga Balla (BNEY B.175.000,00 B 13000000 @80
2208 | 52 Esstarin Barang dan Jasa 8,130, 000,00 £.130.000,00 000
2108 Frsifiasi Fearbin san PPRED dan Sib PREED sems Kookl Desa 1-200.000,00 1200000, 09 .80
27om | 5o Balanja Baang dan Jass 1,200.000,00 1. 200,000,00 0,00
.3 ‘Sub Bidang Pekerjaan Wivum dan Ponatesn Ruang §07.001.000,00 629918, 500,90 1,707, o0 00
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2394 PambengreaafishabiitasiPennghatan Prasesana Jalap Dogs [Goroang, sel i, FF2 80, (0 1.2 B2 000, 50 [T 30 G, 04)
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DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

TAHUN 2024
PENGHASILAN TETAP TUMNIANGAN PEMERINTAH |
{ADD) DESA (APBDESA/PADESA)+ | PENERIMAAN LAINNYA YANG JUMLAH
NO NAMA JABATAN TAMBAHAN TUNJANGAN SAH/TAMBAHAN SEMUA DALAM
PENGHASILAN SATL TAHLUN
(APBDESASFADESA)
PER SATU PER SATU PER SATU
BULAN TAHUN BULAN TAHUN BULAN TAHUN
{Rp) ) (Re) -
1 e PR I;m; sl "‘““:“%;: o S e STy 10

1 Kades 2,860,000 24.320.000 400.000 4.800.000 1.246.000 26.952.000 56.072.000 |
2 Dewl Lestari Sekdes 2.373.000 28.476.000 280,000 3.360.000 1.10&000 13. 272000 Jﬁ.]ﬂlﬂm"l

3 Tri Fitriana Kaur Urmum 2.040.000 24 480,000 200,000 2.400.000 503.000 B.036.000 32.516.000
4 | TriVeri Eka Desi “Kaur Perencanaan 2.040.000|  24.480.000 200.000 2,400,000 485.000 5.820.000 32.700.000 |

5 | Suratno Kaur Kuangan 2.040.000 | 24.4B0.000 200.000 2.400,000 556.000 6.672.000 31.552.000

& Ina Sulistyarint Easl Pemerintahan 2.040.000 24 480.000 200,000 2,400,000 BE3.000 5.2 000 33.976.000

7 | M. Miftachurrahman Kasi Kesra 2.040.000 |  24.480.000 200.000 2.400.000 589,000 7.068.000 33.948.000

i} Wahid Muml Hudg Kadus Klumpit 2.040.000 24,480,000 2040.000 2.400.000 416000 4,992 000 JL57L.000

9 | Junianto ' Kadus Thitang 2.040.000 24.480.000 200.000 2.400.000 535.000 £.420.000 33.300.000

10 | DwiWisma R.A. Kadus Kedung 2.040.000 | 24.480.000 200.000 2.400.000 445.000 5,240,000 32.720.000

= i
JUMLAH 21.533.000 | 258.636.000 2.280.000 | 375.564.000




DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH HAS DESA (BENOHROK)

NO NOMOR BLOK | NAMABLOK | WOMOR | LUAS JUMLAH |
PERSIL (M2} PENDAPATAN
- .
PRy wm P S
007 Bengkok 0080 26,952 26.952.000 |
N Kepala Desa poaa |
008 Bengkok 7.550 26.952.000
007 Sekdes 3.500
002 2.830
004 Benghkok Kasi 004 7.000 6.996.000
= Pemerintahan _—
4 002 Bengkok Kasi 0096 3.950 7.068.000
007 Kesra dan 3,127
FEiﬂ,}’EﬂEIH
002 Bengkok Kaur 3.816 6.036.000
Umum _2.830
007 Bengkok Kaur 0012 3.600 6.672.000
008 Keuangan 3.080
004 Bengkok Kaur 2.835 5.820.000
007 Perncanaan 3.127 |.-
8 002 Bengkok Kadus | 0102 5.000 4.992.000
Klumpit
9 009 Bengkok Kadus 3.300 ~ 6.420.000
004 Thitang 3.127
10 009 Bengkok Kadus | 0161 1.500 5.340.000
0010 Kedung Bogor 1.100
2.300
450




DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (RONDHO DESA)

> NOMOR NAMA NOMOR LUAS JUMLAH
e =7 PO RO TR T R Y e 7 [
| | 0O7 Si Tak 18,000,000 |
2 Kedung Bagor 5.000.000
§ Ngisor lo 1.200.000
JUMLAH 24.200.000
Nampirejo, 6 November 2024
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k DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA

| TAHUN 2024
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Kolom keterangan diisi swadaya [ partisipasi masyarakat atau gotong royong



KEPALA DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG

Womor - B/G21.b 410/ X 12024 Nampirejo, 28 Oklober 2024
Sifal . Penting
Lampiran ;1 (satu) bendel Kepada:
Hal . Permohonan Kesepakalan ¥th. Ketua BPD Desa Nampirejo

Peraturan Desa tentang

Perubahan APBDesa TA. 2024 di-

TEMPAT

Bersama ini kami bertahukan dengan hormat bahwa kami telan
menyusun Rancangan Peraluran Desa Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Mampirejo Kecamatan Temanggung
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024,

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan
hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa MNampirejo sebagai
persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuli dan atas kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Nampirejo,

PANUT SUDARN;

Jalan Faya Temanggung-Temaarak KM § Kode Pes 56251 Telepon (81226250064
surat slekirontk pamdesnamgirais img@omad com |aman namphejs-lemanggung temanggungkab. po.id




KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG

HABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2024
TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGOGARAN PENDAPATAN DA BELANJA DESA NAMPIREJO

_——

e ——

Mengingat

o

AT
g e

"

[}
L]

=~

Menimbang :a.

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO,

bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk
pemerataan pembangunan  dan  meningkatkan partisipasi,
kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui
pembangunan dalam skala desa;

bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa
tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas
penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional
Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensil RT/RW,
pembanpunan  dess, pemberdayasn — masyarakat desa,
penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka
perlu  dibuat Peraturan Desa I‘.E.‘I'It.Emg Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2024,

d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud hurf c

ditetapkan oleh Hepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati
APBDesa Tahun Anggaran 2024 antara Kepala Desa dan BFD
sesual dengan berita acara musyawarah desa tentang rancangan
Perubahan Angesran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024.

g, Bahwa unfuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan

Keputusan BPD.

. Undang-undang Nomor & tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tghun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; '

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20135 tentang Perubahan
gtas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana



Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

[l
L

-1

10.

11.

Desa yang Bermumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negnra;

Peraturan Menteri Dalnm Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Telniz Peraturan Deaa;

Peraturan Menterd Dalam Negert Nomor 113 Tahun 20104 tentang
Penigelolann Keuangan Desa;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Deaa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Halk Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun
2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
Peraturan Desa Nampireje Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal
desa;

Peraturan Desa Nampirejo Nomer 6 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Janplea Menengah Desa Tahun 2020-2025,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nampirejo
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PEraturan Desa
Mampirejo Nomer 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangks Menenogah Desa Tahun 2020-2026;

MEMUTUSKAN

Membahas Rancangan Angparan Perubahan Pendapatsn dan
Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2024 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Dieaa,

Menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dess Nampirejo Tahun Tahun Anggaran 2024
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
Kesecpakatan ini berlalu mulal tanpggal ditetapkan.

Hampireju 1 November 2024




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNRG KABUPATEN TEMANGOUNG

Nomor
Lampriran
Perihal

R T L

: Penyampaian Rancangan

Nampirejo, 1 November 2024

141/06,/X/2024 Kepada
1 {satu) Bendel Yih. Kepala Desa Nampirejo

eli
Peraturan Desa  Tentang
Perubahan APBDesa NAMPIREJO
TA. 2024, =
Menindaklanjuti Surat Saudara ‘Nomor

B/621.b/410/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024  Perihal
Permohonan Kesepakatan terhadap R&nmngan Peraturan Desa
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Mampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut
kami sepakat sebapaimana tertuang dalam berita acara
kesepakatan.

Demikian unmk ditindaklanjuti dengan permohonan
evaluasi, penetapan dan pengesahan.
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DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

: Pemibahasan Rancangan Perdes lentang Perubahan

o APBDesa Tnhun Anggaran 2024

Desa Nampirejo

Hari/Tanggal Kamis, 1 November 2024
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BERITA ACARA
KEBEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPFD
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG

KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAMPIREJO TAHUN ANGOARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh
empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Y.

Panul Sudarno : Kepala Desa Nampirejo dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Nampirejo selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KESATU
2. Romali, S.Pd. : Ketua BPD Desa Nampirejo
3. Agus Widodo : Wakil Ketua BPD Desa Nampirejo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa [BPD) Desa
MNampirejo sclanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1.

PIHAK KEDUA teleh membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan Anggara Pendapatan dan' Belanja Desa Tahun
2024 yang diajukan PIHAK KESATU., -

PIHAK KESATU dapat segera menindaldanjuti proses penetapan Peraturan

Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 sesual dengan peraturan perundang—undangan yang

berlaku.

FIHAK KESATU akan scgera menetapkan Rancangan Perubahat Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan

Desa apabila semua proses telah selesai.

PIHAK KESATU skan menyampaikan kepada Camat Temanggung untuk

mendapatkan evaluasi sclambal - lambatnya 3 (tiga] hari kerja setelah

tanggal ditanda-tanganinye Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
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NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Har [ tanggal  : Jumat, 1| November 2024

Jam : 19.00 WIB 8.d. 21.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Nampirejo
Wehadiran :Laki-laki = 20 orang

Perempuan = ¥ orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa Nampirejo
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan da.ﬂ Belanja Deaa Tahun
Anggran 2024
3. Penutup.
PFimpinan Rapat : Romali, 5.Pd.

Uraian Jalannya Rapat:
1. Pembulkaan,

2. SBambutan Ketua BPD (Bp. Romali, 8.Pd.)

- Kegiatan yang belum terlaksana agar scgera dilaksankan;

- Sisa anggaran yang dari kegiatan yang terlaksana agar digunakan
untuk anggaran kegiatan lainnya sekiranya memungkinkan.

3. Sambutan Kepala Desa (Bp. Panut Sudarno)
Pengganggaran kegiatan disesualkan dengan kegiatan yang sudah
tertuang di dalam REKFDeza;

- Ada beberapa kepiatan yang tidak terlaksana a.ngga.mn dialihkan ke
pengadaan mobil sampah, da kegiatan lainnya;

- Mari kita sengkuyung apas yang sudah menjadi kegiatan kia bersama
dan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan,
dan demi kemajuan Desa Nampiejo ini.

4, Musyawarah Penyepalkatan APBDesa tahun 2024
- Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan anggaran
pendapatan dan belanja desa nampirejo tahun 3024!
- Telah disepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dilanjutkan
evaluasi kepada Bupatl melalui camat. '
5, Penutup/Do’a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa T&ritang_]’cmbahan Anggaran
dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 menfadi

Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan
Belanja Desa Tabun Anggaran 2024, |

Kesim dan Hesepakatan Ra

- Aken melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Desa demi tercapainya kesejahteraan bergama;

- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam REP Desa tahun 2024 akan
dilakukan sebagai kontrel bersama; dan

- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD

Nampirejo, 1 November 2024
Sekretaris Rapat,

(I

FEBRIYANTI NAFI'AH




KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan
Bupati Temanggung Nomor S50 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Heuangan Desa, Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APEDesa kepada Bupati melalui Camat;

bahwa laporan pertangeungiawaban sebagaimana
dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
bahwa  berdasarksn p-:rt[:nbﬂngﬂﬁ sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu
menetapkan  Peraturan Desa  tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenlang
Pembentukan  Daersh-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42];
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

< [
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Undang Nomoer 6 Tahun 2023 fjentang Penetapan
Peraturmn Pemerintah Pengganti Undang: Undang Nomaor
2 Talun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia GBEG);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2023 Nomeor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenteng
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomeor 43 Tabhun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
MNomor © Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Noror 6321
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 553&}, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

=



10.

il.

12.

13.

14,

Pendapatan dan  Belanjn Negara  (Lembaran Negata
Repuablik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia  Nomor 5864|;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
percepatan Penurunan  Stunting  (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum — Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakal Desa (Berita Nepgara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa ([Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 i"!nmn-r 89);

Peraturan Menteri Dalam Neger Hn;;nnr 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan HKeuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran luran
Jaminan Keschatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republilk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);



15. Peraturan Menteti Desa,  Pembangunan Dasrah

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Tertingeal, dan Transmigras) Nomer 21 Tahun 2020
teniang Pedoman Umam Pembangunan  dan
Pemberdayann Masyaraknl Desa scbagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraluran  Menleri  Desa,

Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang  Pedoman Umum  Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Folous Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 fentang
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1032);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001
Nomaor 47); o

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanpggung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 5);

-



24,

23.

29,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Daernh Kabupaten Temanggung Nomor 14
Talhun 2015 tentang Penyelenggarann Pemerintahan

Desa  (Berita Daerah  Kabupaten Temanggung 2015
Nomor 15);

Peraturan Dacrah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Talun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77
Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualilas
Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 Tahap III;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Temangpung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 Nomeor 47);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun
2018 tentanpg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48]
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomaor 60);

Peraturan Bupati Temanggung Nomer 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Fembangunan Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor
73 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan

a Bya
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S0,

J1.

32.

34.

35.

36.

37.

38.

Pembangunan  Desa  (Berita Daerah  Kabupaten

Temanggung Tahun 2022 Nomor G9);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-

2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2023 Nomor 12);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
pDaerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Dacrah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (Lembaran
Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1);

Pergturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Nampireic Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa
Nampirejo Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 3);
Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2024 (Lembaran
Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Lembage  Kemasyarakatan Desa
Nampirejo (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 20324
Nomor 1};

Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nampircjo
Tahun 2024 Nomor 3);
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wienelapkan

Dengan Kesepakatan Beraama

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA NAMPIREJO TENTANG
REALIBASI

PERTANGOUNGJAWABAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO

LAPORAN
PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2024,

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

sebagal berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1.734.098.447 -
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.  505.582.383,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 964.687.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 106.750.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 5.444.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa Ep. 75.600.000,-
. Jumlah Belanja Rp. 1.658.063.383,-
i Surplus/Defisit Rp. 76.035.064,-
2. Pembiayaan Deza
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 83.951.843,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. Q-
Sclisih Pembiayaan {a-b) Rp. | 83.951.843,-
SILPA/ EiLPA Tahun Berjalan (2024} Ep. 159.986.907 -
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan

Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran [

: laporan keuangan, terdiri atas;
a. Laporan realizasi AFB Desa; dan
b. Catatan atas laporan keuangan

=

Belanja Desa scbagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran



B

2. Lampiran Il . laporan renlisasi kegintan: dan
3. Lampiran 1M : daftar program sektoral, program daerah dan program
lairmya vang masuk ke Deaa,

Fasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dar Peraturan Desa ini:

Pasal 4

Peraturan Desa ind mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Nampirejo.

Ditetapkan di Nampircjo
Pada tanggal 18 FEBRUARI 2025
KEPALA DESA NAMPIREJO,

| PANUT SUDARN
Diundangkan di Nampirejo

Fada tanggal 18 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DESA NAMPIREJO,

G‘N.i_
—
DEWI LESTARI

LEMBARAN DESA NAMPIREJO TAHUN 2025 NOMOR 1




